PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang :

Mengingat :

a,

NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TOKO OBAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daeran dan Retribusi Daerah, maka terhadap
pelayanan atau lzin Toko Obat, perlu dipungut retribusi yang
merupakan jasa perizinan tertentu;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ;

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

Undang-undang Rl Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199
7 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-undang Rl Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (sLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Rl Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347 ) ;

e



Menetapkan :

10.

11.

13.

14.

15.

Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata

Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 175Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerabh;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999
tentang Wewenang Penetapan lzin dibidang Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
167/Kab/B.V111/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TOKO OBAT



BAB i
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya,badan usaha milik
Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun,persekutuan
perkumpulan, firma,Kongsi Koperasi yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha serta badan usaha
lainnya;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Toko Obat adalah suatu tempat tertentu milik orang pribadi atau Badan
yang memiliki [zin melaksanakan kegiatan menyimpan obat —obat bebas
dan obat —obat bebas terbatas;

Izin Toko Obat adalah izin yang diberikan Bupati kepada orang pribadi
atau Badan untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan
bebas terbatas untuk menjual secara eceran ditempat tertentu;

Asisten Apoteker adalah Tenaga Kesehatan yang berijazah sekolah
asisten Apoteker / Sekolah Menengah farmasi, Akademi Farmasi
Jurusan farmasi, Politeknik Kesehatan, Akademi Analis Farmasi dan
Makanan Jurusan Analis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

Retribusi Izin Toko Obat selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan
untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk
dijual secara eceran ditempat tertentu:

Wajib Retribusi adalah crang pribadi atau Badan yang menurut
Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu
bagi waijib retribusi untuk memanfaatkan izin toko obat;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang;



14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

18, St Ketstipan Retribusl Dakrah Kurang Beysr Tambshan yen
?éi?ﬁ]u'ﬁ?y%““%féin&*’a*{'%% adalahﬁ8urat Kepu usan' yang

menentukan tambahan atas jumiah retribusi yang telah ditetapkan;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan retribusi yang telah ditetapkan.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Toko Obat dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan pemberian Surat Izin Toko Obat kepada orang
pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan jasa Toko Obat.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Penyelenggaraan Toko
Obat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan Surat Izin
Penyelenggaraan Toko Obat.

BAB il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Toko Obat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pemberian Izin
Toko Obat.

BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan
biaya penyelenggaraan perizinan Toko Obat.



